BERAKHIRNYA PERISTIWABI?I\EBB\éN ROJO 3 OKTOBER 1945 DI
PEKALONGAN
A. Pengambilalihan Kekuasaan dan Persenjataan Jepang oleh Masyarakat
Pekalongan

Pada saat perundingan sedang diadakan, tiba-tiba terdengar bunyi
tembakan dari Jepang yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan tiga orang
pemuda Pekalongan naik ke atas gedung untuk menurunkan bendera Jepang dan
mengibarkan bendera Merah Putih. Beberapa saat kemudian orang-orang
berlarian menyelamatkan diri, termasuk delegasi dari Indonesia dan para pemuda
lainnya kemudian berkumpul sembunyi-sembunyi untuk memikirkan bagaimana
mengatasi keadaan ini.

Kelompok delegasi Indonesia dan pemuda Pekalongan akhirnya
menghubungi pihak Semarang untuk meminta bantuan, sebab dikhawatirkan
pada malam harinya Jepang akan mengadakan pembalasan serta penangkapan-
penangkapan kepada kelompok nasionalis di Pekalongan. Mereka yang
menghubungi Semarang, dalam pembicaraan interlokal dengan B. Suprapto
diperoleh jawaban bahwa Semarang tidak dapat membantu keadaan di
Pekalongan dikarenakan di Semarang sendiri situasinya sedang dalam keadaan

gawat.*

! Karena situasi di Semarang saat itu sedang mengalami pertempuran lima
hari di Semarang, yang disusul dengan kehadiran Sekutu.
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Dalam buku Anton E. Lucas menyebutkan bahwa beberapa waktu
kemudian bala bantuan pemuda datang dari Semarang membawa dinamit.
Pengepungan dilakukan terhadap gedung kempeitai oleh bekas PETA atau BKR
setelah Mr. Besar berhasil meloloskan diri. Tidak seorang pun berani bergerak
secara terbuka di depan sasaran senapan mesin Jepang yang masih dilatih untuk
melukai dan membunuh musuh.?

Daidancho batalyon PETA Pekalongan, Iskandar Idris, kemudian dengan
perantaraan telepon mencoba menghubungi Daidancho Sudirman (Panglima
Besar Sudirman) di Purwokerto. Iskandar Idris kemudian memberitakan bahwa
situasi di Pekalongan sekaligus meminta bantuannya supaya bisa menghubungi
Butaicho yang membawahi Bala Tentara Jepang seluruh Karesidenan Banyumas
dan Pekalongan agar dapat menarik tentara Jepang Keluar Karesidenan
Pekalongan. Sudirman kemudian menyanggupi dan beliau akan menghubungi
pihak Pekalongan lebih lanjut.®

Dua hari kemudian, yaitu tanggal 5 Oktober 1945 pukul 09.00 WIB
diterima kabar bahwa Purwokerto berhasil menghubungi Butaicho yang
membawahi seluruh Karesidenan Banyumas dan Pekalongan berhasil baik.

Mereka meminta para pemuda Pekalongan untuk membuka kembali sambungan

2 Anton E. Lucas, “One Soul One Struggle”, a.b. Anton E. Lucas. Peristiwa

Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989, him.

125.

® Dewan Harian Cabang Angkatan 45, Pertempuran 3 Oktober 1945.

Pekalongan: Kotamadya Dati Il Pekalongan, 1992, him. 12.
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telepon kempeitai Pekalongan yang diblokir agar Butaicho bisa menghubungi
dan memberi instruksi langsung kepada seluruh pemerintahan Jepang yang ada di
Pekalongan.

Pada sore harinya datanglah Residen Banyumas Iskaq Cokrohadisuryo
disertai seorang penerjemah, Saburo Tamuro dan Kapten Nonaka dari garnisun
Banyumas untuk mengadakan perundingan dengan BKR yang dipimpin oleh
Iskandar Idris. BKR menuntut gencatan senjata segera dimulai. Semua orang
Jepang di wilayah Pekalongan harus menyerahterimakan senjatanya kepada
BKR, dan setelah itu harus secepatnya meninggalkan wilayah Karesidenan
Pekalongan. Dua orang Jepang yang menyertai Residen Iskaq itu menyetujui
persyaratan ini dan mengatakan akan berusaha melakukan kontak dengan opsir-
opsir kempeitai yang terkepung itu.

Kontak dengan opsi-opsir kempeitai dilakukan sekitar pukul 21.00 WIB.
Setelah dua jam diadakan perundingan, seorang bekas staf Syuchokan (Residen)
datang ke Kantor Kawedanan dan memberi tahu bahwa kempeitai menerima
persyaratan itu. Perundingan antara kempeitai, Iskandar Idris, komandan garnisun
Pekalongan, Kapten Toshio Oka, dan beberapa orang lagi yang berakhir dengan
sukses pada tengah malam tanggal 6 Oktober 1945.*

Hasil pembicaraan Mantan Daidancho Sudirman menghasilkan ketentuan

yang hampir memenuhi tuntutan rakyat Pekalongan, yakni sebagai berikut.

* Anton E. Lucas, op.cit., him. 126-127.
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1. Seluruh Bala Tentara Jepang dan Sipil akan dijemput oleh Butaicho dari
Purwokerto dan akan diangkut dengan truk ke Purwokerto.

2. Semua peralatan perang akan ditinggalkan dan diserahkan kepada
Daidancho Pekalongan.

3. Pemerintahan dipindah-alihkan kepada pejabat Indonesia, tanpa upacara dan
timbang terima.

4. Tanggung jawab keamanan ketentraman menjadi tanggung jawab orang
Indonesia.

5. Daidancho Pekalongan supaya menjemput utusan Butaicho dari Purwokerto
di Tegal. Perjalanan ke Pekalongan dan pulangnya mengangkut orang-orang
Jepang, jangan sampai terganggu atau terprovokasi dari pihak pemuda.

6. Penyerahan senjata sebagaimana tersebut di butir ke-2 dilaksanakan setelah
sampai di Tegal secara diam-diam.’

Ketentuan-ketentuan di atas secara keseluruhan diterima baik oleh wakil-
wakil Indonesia. Pelaksanaan-pelaksanaan tersebut berjalan lancar. Perjalanan
mengangkut orang-orang Jepang diberangkatkan pada jam 04.30 WIB dari
Pekalongan menuju Purwokerto melewati Tegal dengan truk yang disediakan
BKR. Hal ini dilakukan untuk menghindari provokasi dari pihak pemuda dan
rakyat. Dengan demikian Pekalongan pada tanggal 7 Oktober 1945 bebas dari

kekuasaan Jepang.

> Mochammad Aswan Tary, Peristiva Berdarah 3 Oktober 1945

Pertempuran 3 Hari 3 Malam di Kota Batik Pekalongan. Pekalongan: (Tanpa
Penerbit), 1984, him. 12.
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B. Dampak dari Peristiwa Kebon Rojo 3 Oktober 1945 di Pekalongan
1. Bagi Masyarakat Pekalongan

Peristiwa Kebon Rojo pada tanggal 3 Oktober 1945 ini menjadikan
banyak korban berjatuhan. Masyarakat Pekalongan menjadi korban
pembantaian karena tembakan metraliur Jepang. Banyak yang meninggal
seketika, banyak pula yang mengalami luka-luka. Korban yang mengalami
luka-luka kemudian menyelamatkan diri dan ditolong di Rumah Sakit
Kraton. Ada pula para korban yang menjadi cacat karena menjadi korban
penembakan Jepang. Ada beberapa korban yang tergeletak selama dua hari
di Lapangan Kebon Rojo. Diketahui terdapat 37 masyarakat Pekalongan
yang gugur dan 12 orang menjadi cacat.®

Korban-korban banyak bergelimpangan di Lapangan Kebon Rojo
dan sekitar markas kempeitai baik yang sudah meninggal maupun masih ada
yang hidup. Untuk menolong para korban ini Palang Merah Indonesia (PMI)
yang pada waktu itu masih didirikan di Pekalongan segera menolong para
korban. Para pimpinan PMI di Pekalongan pada waktu itu adalah dr.
Soemakmo, dr. Agus Mulyadi, dr. J.J. Tupamahu, dr. I.S. Lisapally, dr.
Sunaryo Said, dr. Sumbadji. PMI pada waktu itu belum mempunyai tenaga-
tenaga sukarelawan, maka dibentuk kesatuan-kesatuan penolong dari tenaga

rumah sakit Kraton, dari Dinas Kesehatan, dan eks EHBO (Eerste Hulp By

® Lihat lampiran daftar pahlawan yang gugur dan pahlawan yang cacat dalam
Peristiwa Kebon Rojo 3 Oktober 1945 pada lampiran 14 dan 15, him. 162-163.
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Onbelukken) yaitu Pertolongan Pertama pada Kecelakaan, yang dibentuk
pada zaman penjajahan Belanda. Empat orang putri kemenakan residen
Besar dan dua putri Wedana Pekalongan diizinkan memasuki halaman
beserta dr. Tupamahu dari Ambon (Anggota KNI Pekalongan), untuk
memberi pertolongan kepada yang terluka.’

Setelah diadakan perundingan dengan pihak kempeitai yang ada di
markasnya, maka pada hari ketiga setelah terjadinya pembantaian, barulah
jenazah-jenazah yang sudah mulai membusuk ini diangkut oleh regu-regu
PMI. Pihak Jepang menyetujui PMI untuk mengangkut jenazah korban-
korban tersebut dengan syarat yang mengangkut harus perempuan dan para
dokter sendiri, maka diantaranya terdapat Hardinar Mulyadi, Mary
Soemakmo (istri dari polisi Hoegeng Iman Santosa), dan lain-lain. Jenazah
disemayamkan di Rumah Sakit Kraton sebentar untuk kemudian
dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Prawira Reksa Negara.®

Salah satu dari anggota palang merah bernama Mary, yaitu seorang
gadis anak dari dokter Soemakmo memaksakan diri hanya karena simpati
terhadap korban-korban pertemuan yang bergelimpangan di lapangan Kebon
Rojo karena ditembak oleh serdadu-serdadu Jepang dari kantor kempeitai.

Korban-korban yang berjatuhan itu, ada yang masih hidup namun tidak

" Anton E. Lucas, loc.cit.

8 Oetoyo, dkk., Monumen Perjuangan 3 Oktober 1945 Pekalongan.
Pekalongan: Panitia Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kotamadya dan Kabupaten
Pekalongan, 1983, him. 12.
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berani berkutik atau pura-pura mati karena takut akan menjadi sasaran
peluru Jepang lagi. Para pemuda-pemuda itu hanya bersenjatakan bambu
runcing begitu bersemangat sehingga mereka maju mengepung dan
menyerang kantor kempeitai. Meskipun para pemuda berjumlah besar,
namun karena hanya bersenjata bambu runcing, maka mereka hanyalah
menjadi sasaran senapan mesin Jepang.

Dokter Tupamahu membawa bendera palang merah ukuran kecil
yang biasanya untuk kendaraan dan memimpin gadis-gadis itu. Ada lima
orang gadis waktu itu, yaitu Mary, kedua adiknya, dan dua temannya.
Mereka berangkat dari depan kantor Kawedanan dengan menggunakan
mobil. Di bawah tatapan mata serdadu Jepang yang bersembunyi dengan
senjata terkokang di dalam dan di balik bangunan-bangunan, mereka
berjalan lambat-lambat menuju depan markas kempeitai sambil berharap
peneropong mereka mellihat bendera palang merah yang berukuran kecil ini.

Serdadu-serdadu Jepang yang bertahan di kantor Wedana mengusir
mereka agar pergi, tetapi mereka terus maju ke tengah lapangan, melintasi
mayat-mayat, korban-korban cedera atau yang pura-pura mati. Ketika
sampai di depan brikade, Dokter Tupamahu menjelaskan bahwa kami dari
palang merah dan ingin mengambil mayat-mayat. Mereka mulai bekerja,
membawa korban-korban itu ke rumah sakit. Bahkan salah seorang dari

saudara Mary jatuh pingsan begitu tiba di rumah sakit, karena melihat



120

seorang pemuda yang ditancapkan Jepang seperti sate ke sebatang pohon
dengan bambu runcingnya sendiri.’

Sebagai peringatan pertempuran di Kebon Rojo yang tejadi pada
tanggal 3 Oktober 1945 dibentuk peraturan daerah No.6 tahun 1983 tentang
penetapan tanggal 3 Oktober 1945 sebagai Peristiwa Pertempuran di
Pekalongan yang telah disahkan pada tanggal 19 September 1983 sebagai
pengakuan kebenaran heorisme perjuangan rakyat Pekalongan yang perlu
dikenang sepanjang masa, dengan upacara detik-detik kenangan setiap tahun
sekali.’® Monumen perjuangan 3 Oktober 1945 di Pekalongan semula dibuat
di halaman depan bekas markas kempeitai dan masuk dalam lingkup situs
sejarahnya. Namun kemudian monumen dipindahkan di Jalan Pemuda yaitu
di Lapangan Kebon Rojo, tempat dulu rakyat menyaksikan dan menjadi
korban keganasan Jepang.**

Monumen perjuangan 3 Oktober 1945 diresmikan pada tanggal 20
Mei 1964 bersamaan dengan peringatan hari kebangkitan nasional. Tujuan
dibentuknya monumen ini selain untuk menambah keindahan kota juga

untuk mengabadikan semangat juang rakyat Pekalongan dalam melawan

® Abrar Yusra dan Ramadhan KH, Hoegeng: Polisi Idaman dan Kenyataan

(Sebuah Autobiografi). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, him. 127-128.

159.

166.

19| ihat lampiran Peratutan Daerah No.6 tahun 1983 pada lampiran 13, him.

1 peta lokasi monumen 3 Oktober 1945 dapat dilihat di lampiran 18, him.
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fasisme Jepang. Sekarang situs sejarah berupa markas kempeitai sudah
berubah menjadi Masjid yang diberi nama Masjid Syuhada.*?

Peristiwva Kebon Rojo ini bertujuan untuk mengambilalih
pemerintahan dan perlucutan senjata di gedung kempeitai Pekalongan.
Berdasarkan pemberitaan-pemberitaan diketahui bahwa Sekutu akan segera
datang untuk menduduki Indonesia kembali dan melucuti senjata Jepang.
Sehingga diperlukan  persiapan  persenjataan  untuk  menghadapi
kemungkinan kembalinya Belanda ke Indonesia. Para pemuda harus
menggunakan taktik atau tindakan kekerasan untuk dapat merebut
persenjataan dari serdadu Jepang.

Berkat perwira PETA Daidancho Banyumas Soedirman yang pandai
berdiplomasi dengan komandan tentara Jepang, berhasil memperoleh banyak
senjata yang cukup untuk memperlengkapi ribuan pemuda yang tergabung
dalam tentara. Dengan senjata yang diperoleh itu, Kolonel Soedirman
memimpin pertempuran melawan tentara Inggris di sekitar Ambarawa bulan
Oktober 1945.%

2. Bagi Pemerintahan di Pekalongan
Pasca peristiva Kebon Rojo 3 Oktober 1945 di Pekalongan,

kemudian muncul yang dinamakan revolusi sosial di daerah Pemalang,

2 Surat Kabar Suara Merdeka, Peringati Pertempuran 3 Oktober, PNS
Anjangsana ke Pelaku Sejarah. Edisi Rabu 3 Oktober 2012.

13 Rosihan Anwar, Sejarah Kecil “Petite Historie” Indonesia. Jakarta:
Kompas, 2009, him. 231.
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Tegal, dan Brebes. Revolusi sosial adalah gerakan dari bawah untuk
menggulingkan pejabat-pejabat Indonesia yang memegang kekuasaan di
bawah orang Jepang atau Belanda, dan dikukuhkan di dalam kekuasaan oleh
pemerintah Republik yang baru. Revolusi sosial ini menantang dan melawan
kebijaksanaan resmi Republik di dalam wilayahnya.*

Salah satu hasil perundingan antara Mantan Daidancho Sudirman
dengan kempeitai berbunyi pemerintahan dipindah alihkan kepada pejabat
Indonesia, tanpa upacara dan timbang terima. Hal ini menjadi munculnya
para pemberontak komunis untuk mendirikan pemerintahan revolusioner,
dengan cara menciduk dan menghabisi tokoh-tokoh yang mereka nilai kaum
loyalis penjajahan Belanda. Pertempuran melawan Jepang untuk merebut
senjata di Kantor Kenpeitai Pekalongan itu merupakan langkah pertama
kaum pemberontak yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Tiga Daerah
yang bertujuan untuk mengambilalih pemerintahan.*®

Bagi perasaan masyarakat di Tiga Daerah, revolusi bukan hanya
tertuju pada keluarnya kekuasaan asing, melainkan pula kepada keluarnya
pegawai-pegawai yang sejak dahulu menjadi sendi-sendi dari pemerintahan
jajahan. Rakyat merasa bahwa pangreh praja, polisi negara, pamong desa

dan lain-lainnya harus disingkirkan dan diganti oleh tenaga-tenaga dari

14 Reid, Anthony. 1981. “Revolusi Sosial: Revolusi Nasional”, Prisma, No. 8,
Agustus Tahun ke X, him. 35.

1> Abrar Yusra dan Ramadhan KH, op.cit., him. 128.
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rakyat. Hal ini karena rakyat merasa sejak dahulu merasa tertekan oleh
golongan-golongan itu karena merekalah yang memungut pajak dan rodi,
mereka yang melaksanakan perintah gubernur, memaksa mengumpulkan
padi, dan lain-lain.

Kudeta lokal para pemberontak dapat digagalkan pasukan TKR,
Kepolisian, dan para anggota Laskar Islam dari Pekajangan. Para pelaku
pemberontakan ditangkap dan ditahan. Tetapi gerakan sosial ini hanya
terjadi di tiga daerah, yaitu di Pemalang, Tegal, dan Brebes. Di Pekalongan
sendiri tidak terjadi aksi protes terhadap pejabat-pejabat yang memerintah,
dikarenakan.

Pertama, karena sebagian pejabat di Kota Pekalongan tidak korupsi.
Mereka berusaha meringankan penderitaan rakyat selama masa pendudukan
Jepang, misalnya dengan membentuk sebuah panitia yang jujur untuk
mengatur pembagian dan menggunakan jatah kain kecamatan untuk
membuat celana pendek dan sarung guna dibagi-bagikan kepada rakyat yang
miskin yang tidak mungkin menyetor padi. Kedua, para pejabat di Kota
Pekalongan memiliki ketajaman politik yang cukup untuk menyadari bahwa
pembagian beras merupakan jalan terbaik untuk menenangkan gelombang

arus revolusi pasca kemerdekaan.®

16 Wawancara dengan Bapak Tasbun yang dilakukan pada tanggal 6 Januari
2013 di rumah beliau di jalan Pantai Sari I1.
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Peristiwa tiga daerah ini merupakan gerakan-gerakan melawan
penguasa setempat di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Keluarga-
keluarga tradisional yang memerintah ditangkap, dihina, atau diusir, bupati,
camat, dan banyak lurah diganti oleh para pejabat revolusioner (sering kali
para pemimpin Islam) yang dipilih dalam pertemuan massa. Penyebabnya
adalah penderitaan karena cara-cara pemerintah Indonesia melaksanakan
tuntutan keras dari pihak Jepang terhadap kerja dan beras.*’

Pada zaman pendudukan Jepang, pangreh praja dijadikan sebagai
pengawas-pengawas ekonomi. Walaupun pengaruh sistem penjatahan bahan
makanan dan kerja paksa berbeda menurut tempat, tergantung dari sikap
pegawai-pegawai lokal dan para pemimpin nasionalis lokal, namun
peraturan penyerahan padi merupakan beban yang sama bagi seluruh
penduduk. Kepala desa berperan sebagai tuan-tuan tanah pemungut padi dari
para petani. Korupsi terjadi di semua tingkat.*®

Pada tahun 1944, mulai banyak masyarakat yang meninggal karena
kelaparan, baik di kota maupun di pedesaan. Sebab langsung terjadinya
peristiwa Tiga Daerah ini adalah peranan agresif pangreh praja, terutama
dalam hubungan pemungutan hasil panen padi. Sehingga pada awal

kemerdekaan para pejabat-pejabat lokal ini digulingkan oleh rakyat. Kaum

7 Reid, Anthony, loc.cit.

8 Abdurrachman Surjomihardjo. 1981. “Peristiwa Tiga Daerah, Suatu
Interpretasi Sejarah: Revolusi Sosial Menyambut Proklamasi Kemerdekaan”, Prisma,
No. 8, Agustus Tahun ke X, him. 57.
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revolusioner menghendaki penghapusan semua sebutan aristokratis bagi
kaum priyayi dan berbagai bentuk sopan santun, mereka berbicara dengan
bahasa Jawa kasar, dan itu merupakan gerakan radikal yang mendasar dalam
konteks Jawa.'® Alat pemerintahan di Karesidenan Pekalongan merupakan
salah satu yang bersifat memeras di Jawa. Kebencian rakyat semakin
berkembang oleh kenyataan bahwa jumlah romusha yang besar dari daerah
ini dipekerjakan di Banten Selatan.”

KNI di tiga daerah, yang dibentuk bulan September, terdiri hampir
seluruhnya dari orang-orang yang telah menduduki jabatan tinggi dalam
Hokokai atau dalam pangreh praja. Golongan-golongan ini dianggap sebagai
antek-antek Jepang. Mereka mulai hancur dengan cepat setelah pemuda-
pemuda melucuti senjata Jepang pada awal Oktober.? Berawal dari
peristiwva Kebon Rojo tanggal 3 Oktober 1945 yang mengakibatkan para

pemuda tertembak mati karena ketidaktegasan Residen Besar dalam

9 Wawancara dengan Bapak Fadholi yang dilakukan pada tanggal 7 Januari
2013 di Jalan Hayam Wuruk, Sampangan Gg. 10 Pekalongan.

20 Tan Malaka memberi keterangan bahwa kesejahteraan para romusha di
tambang batu bara Banten Selatan sangat mengkhawatirkan. Lebih dari 15.000
romusha berkerja di tambang itu, dan antara 400 sampai 500 setiap bulannya
meninggal karena penyakit dan kurang gizi. Tan Malaka, Dari Penjara ke Pendjara,
Bagian Il, dalam Anton E. Lucas, Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi.
Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989, him. 59.

21 Anderson, Ben, “Java in a Time of Revolution, Occupation and resistence,
1944-1946”, a.b. Jiman Rumbo. Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan
Perlawanan di Jawa 1944-1946. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, him. 370.
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perundingan itu untuk mengambil alih seluruh senjata Jepang. Menjadikan
pemuda tidak terima dan terjadi pertempuran.?

Pada pertengahan bulan November, gerakan-gerakan pemberontakan
rakyat di Tegal, Brebes, dan Pemalang telah tergabung dalam Gabungan
Badan Perjuangan Tiga Daerah atau GBP-3D. Residen besar diturunkan dari
jabatannya, namun pemerintah pusat mengangkat R.M. Soeprapto untuk
menempati kedudukan Mr. Besar pada tanggal 10 November, tetapi residen
baru itu ternyata sama saja tidak diharapkan rakyat. Pada tanggal 9
Desember, GBP-3D bertemu muka dengan Soeprapto, dan menuntut supaya
ia menyerahkan jabatannya kepada seorang residen yang dipilih oleh rakyat.
Sardjio kemudian secara resmi dilantik oleh GBP-3D sebagai residen baru.?

Residen Pekalongan, Mr. Besar mengeluarkan maklumat yang ketiga
pada tanggal 22 Oktober 1945, yang memberi wewenang kepada TKR untuk
mengambil langkah-langkah yang diperlukan di beberapa tempat Tiga
Daerah untuk mengendalikan kerusuhan. Orang-orang militer Pekalongan,
yang sudah sakit hati karena Kutil menangkap komandannya (Iskandar
Idris), ditambah dengan keputusan GBP-3D yang tidak mengakui TKR

sebagai pasukan keamanan yang resmi di daerah itu, maka pada tanggal 21

22 Surat kabar Kedaulatan Rakyat, Soal Perlucutan Senjata Jepang. Edisi 22
Desember 1945.

2% Surat kabar Kedaulatan Rakyat, Badan Perdjoeangan dan Wakil Residen
Pekalongan Menjerahkan Tampoek Pemerintahan Kepada Rakjat, Edisi 22
Desember 1945.
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Desember prajurit-prajurit TKR bergerak maju menyerang rezim revolusi
sosial dan berhasil merebut kembali Pekalongan.?

Semua peralatan perang yang ditinggalkan Jepang dan diserahkan
kepada Daidancho Pekalongan, digunakan untuk keperluan perang melawan
Sekutu dan juga untuk membantu Semarang dalam pertempuran besar-
besaran yang dikenal dengan nama pertempuran lima hari di Semarang.
Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15-20 Oktober 1945. Laporan-laporan
tentang pertempuran sengit di Semarang menarik para pemuda dari kota-kota
dan desa-desa terdekat untuk datang ke Semarang membantu melawan
Jepang, salah satunya bantuan datang dari Pekalongan.

Pada saat Belanda datang kembali pada tahun 1947 dengan
diboncengi NICA, mereka melakukan berbagai aksi perebutan kekuasaan
kembali dan mengacaukan ketenteraman masyarakat Pekalongan.
Pemerintah Pekalongan sendiri tidak sanggup menghadapi Belanda.
Akhirnya untuk sementara waktu, pemerintahan Pekalongan mengungsi ke
Lebak Barang. Sejak saat itu Lebak Barang menjadi pusat pemerintahan
darurat Karesidenan Pekalongan. Untuk mencapai Lebak Barang sendiri,
pejabat Pekalongan harus menempuh perjalanan 5 jam di jalan setapak
sepanjang 15 km dengan melewati wilayah hutan belantara yang panjang.

Pihak Belanda yang mengetahui tempat persembunyian pejabat

pemerintah Pekalongan di Lebak Barang, melakukan serangan mendadak di

24 Anderson, Ben, op.cit., him. 373.
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Lebak Barang. Sejak peristiwa penyerangan tersebut, masyarakat menyusun
strategi untuk mengusir Belanda dari Pekalongan. Akhirnya masyarakat
Pekalongan terus melakukan serangan gerilya yang dipimpin oleh Resimen
ke-17 TKR Pekalongan, yang terdiri dari empat Batalyon, yaitu Batalyon
Batang, Batalyon Pekalongan, Batalyon Comal, dan Batalyon Tegal.
Serangan garilya tersebut membuat pihak Belanda kewalahan menghadapi
masyarakat Pekalongan. Pada tahun 1949 Belanda sudah pergi dari wilayah
Pekalongan. Pemerintahan Karesidenan Pekalongan dipindah kembali ke

tempat semula yaitu di bagian utara Kota Pekalongan.





